KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN TRAYEK

BUPATI BANTUL, 

Menimbang :  a.  Bahwa Peraturan Dearh Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi ijin Trayek telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2000;

b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaa Peraturan daerah sebagaiman dimaksud huruf a, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bnatul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi ijin Trayek;

Mengingat    :   1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 ( Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun !987 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987 ).

10. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2000 tentang Retribusi ijin Trayek;

Memperhatikan : 1.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 1995 Tentang Terminal dan Transportasi Jalan.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Trayek adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 2 ayat (3) :

Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) seperti tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

2. Pasal 2 ayat (6) :

a.  Tata Cara untuk memperoleh ijin adalah sebagai berikut :

     1).  Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan :

a) Foto Copy ijin Usaha Angkutan;

b) Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji;

c) Surat Keterangan Pemilikan dan Penguasaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor;

d) Surat keterangan memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;

e) Surat keterangan persetujuan dari Organda Kabupaten Bantul;

f) Surat keterangan dari Koordinator Trayek yang dimintakan.

2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin diberikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

3) Apabila jangka waktu tersebut pada angka (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan tanggapan , maka permohonan dianggap diterima dan ijin segera diproses.

3. Pasal 15 ayat (3) :

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian STPRD seperti tersbut pada Lampiran III berikut ini .

4. Pasal 16 ayat (2) :

      Bentuk, isi serta tata cara penerbitan serta penyampaian SKRD seperti tersebut pada Lampiran IV keputusan ini.

5. Pasal 19 :

Tata cara pembayaran , peyetorn dan tempat pembayaran adalh :

a. Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD yang ditetapkan oleh Bupati cq. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh Bendaharawan khusus Penerima Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a disetor ke Kas Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Wajib retribusi dapat melakuakn pembayaran retribusi pada Kantor Dinas Llu Lintas dan Angkutan Jalan atau tempat Pos pengawasa Lalu Lintas di Dongkelan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan dengan diberikan tanda bukti penerimaan retribusi;

d. Pembayaran retribusi dapat dilaksanakan dengan cara mengangsur sesuai kemampuan setiap bulan atau setiap semester, disuaikan dengn waktu berlakunya Kartu Pengawasan. Tarifnya adalah sebagai berikut :

	No

No
	
Jenis   Kendaraan
	
Biaya  Retribusi (Rp)

	
	
	Per Bulan
	
Per Semester

	1
	MPU sampai 8 (delapan tempat duduk)
	 8.750,00
	52.500,00

	2
	Mobil Bis 9 (sembilan) sampai dengan 20 

(dua puluh) tempat duduk
	11.000,00
	66.000,00

	3
	Mobil Bis 21 (dua Puluh Satu) sampai de-

Ngan 34 (tiga puluh empat) tempat duduk
	13.000,00
	78.000,00

	4
	Mobil Bis 35 (tiga puluh lima) sampai de-

Ngan 54 (lima puluh empat) tempat duduk
	17.500,00
	105.000,00


6. Pasal 26 ayat (3) :


   Tata cara pemberian  keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan mengisi blangko permohonan kepada Bupati cq Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum penetapan retribusi yang terutang;

c. Besarnrnya keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Bantul setelah diadakan penelitian dan peninjauan oleh petugas;

d. Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana tersebut huruf a diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima pengajuan permohonan secara lengkap dan benar;

e. Apabial jangka waktu sebagaimana tersebut huruf d telah lewat dan Bupati tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka permohonan dianggap diterima.

Kedua :
Pelaksanaan keputusan ini selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penetapannya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 30 Januari 2001

------------------------------

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul 

Pada tanggal 3 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                            ASHADI

                    LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

                             SERI D NOMOR 05 TAHUN 2000

